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PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 008/A/JAfO5/2013

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN
KEJAKSAAN REPUEBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JAKSA AGUNG REPUEBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa untuk memenuhi kebutuhan penyusunan
peraturan di lingkungan Kejaksaan Republik
Indonesia, perlu cara dan metode yang pasti, baku
dan standar serta mengikat bagi organisasi
Kejaksaan Agung; _

bahwa Keputusan Jaksa Agung Rl Nomor KEP-
090/J.Af08 /1999 tentang Tata Cara
Mempersiapkan Rancangan Keputusan Jaksa
Agung Republik Indonesia, sudah tidak sesuai lagi
dengan peraturan perundang-undangan dan
perkembangan organisasi, schingga perlu diganti:

. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Tata
Cara Mempersiapkan Penyusunan Peraturan
Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
D234); :

|



3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia;

4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/
JA/O1/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun
2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi
Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG TATA

PENYUSUNAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA.

BAE I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan:

1.

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah
lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang
penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang,

Peraturan Kejaksaan adalah peraturan yang berlaku di lingkungan
Kejaksaan meliputi Peraturan Jaksa Agung, Keputuysan Jaksa Agung,
Instruksi Jaksa Agung, Petunjuk Pelaksanaan Jaksa Agung dan Surat
Edaran Jaksa Agung/Jaksa Agung Muda/ Kepala Badan. .
Peraturan Jaksa Agung yang selanjutnya disingkat PERJA adalah Naskah
Dinas yang disusun dan ditandatangani oleh Jaksa Agung vang bersifat
mengatur, memuat kebijakan pokok, bersifat umum, berlaku untuk
scluruh satuan organisasifunit kerja dan dapat menjadi dasar bagi
penyusunan naskah dinas lainnya. _
Keputusan Jaksa Agung yang selanjutnya disingkat KEPJA adalah Naskah
Dinas yang disusun dan ditandatangani oleh Jaksa Agung yang memuat
kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur dan
merupakan pelaksanaan kegiatan,  yang digunakan untuk
menetapkan / mengubah status kepegawaian /personal/ keanggotaan/
material/ peristiwa, menetapkan/ mengubah/membubarkan suatu
kepanitiaan /tim dan menetapkan pelimpahan wewenang,



(L)

(2]

(3]

(4]

Instruksi Jaksa Agung yang selanjutnya disingkat INSJA adalah Naskah
Dinas yang disusun dan ditandatangani oleh Jaksa Agung yang memuat
perintah atau arahan untuk melakukan pekerjaan atau melaksanakan
pekerjaan atau arahan untuk melaksanakan tugas yang bersifat penting,
Petunjuk Pelaksanaan Jaksa Agung yang selanjutnya disingkat JUKLAK
adalah Naskah Dinas yang disusun dan ditandatangani oleh Jaksa Agung
yang memuat cara pelaksanaan  kegiatan termasuk  urutan
pelaksanaannya.

Surat Edaran Jaksa Agung yang selanjutnya disingkat SEJA adalah Naskah
Dinas yang disusun dan ditandatangani oleh Jaksa Agung vang memuat
pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
Surat Edaran Jaksa Agung Muda/ Kepala Badan yang selanjutnya
disingkat SE-JAM/SE-KABAN adalah Naskah Dinas yang disusun dan
ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda/Kepala Badan yang memuat
pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

BAE 11
PRAKARSA MEMPERSIAPEAN RANCANGAN PERATURAN KEJAKSAAN
Pasal 2

Setiap bidang dan badan di lingkungan Kejaksaan Agung dapat mengambil
prakarsa mempersiapkan Rancangan Peraturan Kejaksaan untuk
mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya atas
inisiatif bidang dan badan atau perintah pimpinan.

Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimintakan
persctujuan terlebih dahulu kepada Jaksa Agung disertai penjelasan
selengkapnya mengenai konsepsi pengaturan yang meliputi:

a. latar belakang;

b. maksud dan tujuan;

c. pokok pikiran; dan '

d. ruang lingkup.

Dalam mempersiapkan konsepsi pengaturan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), bidang pemrakarsa dapat membentuk Tim Pemrakarsa.

Dalam hal terdapat usulan konsepsi rancangan perattran kejaksaan dari
bidang dan/atau badan yang berkaitan dengan tugas dan kecwen

bidang dan/atau badan lainnya, usulan dimaksud harus melalu] bidang
atau badan yang berwenang.



Pasal 3

Dalam rangka harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang akan
dituangkan dalam Rancangan Peraturan Kejaksaan oleh pemrakarsa,
dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
melahii Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri yang secara fungsional sebagai
penyelenggara forum konsultasi antar bidang atau badan.

Pasal 4 |
(1) Dalam hal telah diperoleh harmonisasi, kebulatan dan kemantapan
konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemrakarsa secara I"t-B]]ll
mengajukan permintaan persetujuan penyusunan Rancangan Peraturan
Kejaksaan kepada Jaksa Agung dengan tembusan kepada Jaksa Agung
Muda Pembinaan.
(2] Petunjuk Jaksa Agung atas permintaan persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemrakarsa,

Pasal §

Dalam keadaan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pasal 3, dan Pasal 4 dikecualikan bagi Jaksa Apung yang menerbitkan Instruksi
Jaksa Agung dan Surat Edaran Jaksa Agung.

BAE III
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEJAKSAAN
Pasal 6

Berdasarkan persetujuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemrakarsa
membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Kejaksaan.

Pasal 7

Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari :
Ketua : Bidang/Badan pemrakarsa;
Sekretaris : Bidang/Badan pemrakarsa;
Anggota  : - Perwakilan setiap Bidang/Badan
- Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri

Pasal 8

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Kejaksaan melakukan pembahasan
terhadap konsepsi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
dan menuangkannya dalam Rancangan Peraturan Kejaksaan.



Pasal 9

Rancangan Peraturan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun
sesual dengan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini. -

BAB IV
PENETAPAN DAN SOSIALISASI PERATURAN KEJAKSAAN
Pasal 10

Rancangan Peraturan Kejaksaan yang telah disetujui tim, diajukan kepada
Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda atau Kepala Badan untuk ditetapkan.

Pasal 11

(1) Pemrakarsa menyebarluaskan danfatau mensosialisasikan Peraturan
Kejaksaan.

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan
Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDI),

{3) Pemrakarsa berkewajiban untuk mengirimkan 1 (satu) salinan Peraturan
Kejaksaan kepada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri untuk disimpan
di Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum.

BAB V
PENGUNDANGAN
Pasal 12

Peraturan Kejaksaan dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung, wajib diundangkan
dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. Jaksa Agung Muda Pembinaan membuat surat permohonan pengundangan

Peraturan Jaksa Agung, ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM.
2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilampirkan 3

(tHge) naskah asli Peraturan Jaksa Agung dengan tanda-tangan basah (asli)
3. Soft copy Peraturan Jaksa Agung dalam bentuk CD (file dapat dibuka

dalam format doc, xIs, jpg).
4. Persyaratan diantar oleh Pegawai Kejaksaan secara langsung ke Direktorat

Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian Hukum dan
HAM.






BAE V1
EKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Jaksa Agung ini, semua peraturan dan
keputusan Jaksa Agung masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Jaksa Agung ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku, Keputusan Jaksa Agung
Nomor : KEP-090/JA/08/1999 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak
berlalku. :

Pasal 15

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mai 2013

JAKSA AGUNG REPUEBLIK INDONESIA,

“'I-—_-—-.
BASRIEF ARIEF

Diundangkan di Jakarta

pada tangeal 29 Mei 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 213 NOMOR 45



LAMPIRAN
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER-O08/A/JA/05/2013 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 Mei 2013

1. Format Peraturan Jaksa Agung

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
OO 2 cooivianinsanssse o rmss

TENTANG

e L L L e R P T R T LR e

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ...... ; (diakhiri dengan titik koma)

b. bahwa ...... : [diakhiri dengan titik koma)

c. dstnya ..........  (diakhiri dengan titik koma)
Mengingat R i ([diakhiri dengan titik koma)

. » (diakhiri dengan titik koma)

3. dstnya..... ; (diakhiri dengan titik koma)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG .........



Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap ocrang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Jaksa Apung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
(Tanda Tangan dan Cap jabatan)

(Nama lengkap tanpa g:ela_r. huraf kapital)

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

(Tanda Tangan dan Cap jabatan)
(Nama lengkap tanpa gelar, huruf kapital)

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR




2. Format Keputusan Jaksa Agung bentuk A

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU
KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
HUHDR : ITRTMEEEEEE RS R TR T R RN R RN A REE N EEEE

a. bahwa ...... (diakhiri dengan titik koma)
b. bahwa ...... Jdiakhiri dengan titik koma)
c. dstnya .., ... (diakhiri dengan titik koma)
1. voveis vy (diakhiri dengan titik koma)
A ; (diakhiri dengan titik koma)

3. dstnya. ; (diakhiri dengan titik koma)
MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG ...

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang
berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan
scbagaimana mestinya.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
[Tanda Tangan dan Cap jabatan)

(Nama lengkap tanpa gelar, huruf kapital)

*




3. Format Keputusan Jaksa Agung bentuk B

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

B AR RSN AR T FASGEEEEEEREEEE

Menimbang : a. bahwa....., » (diakhiri dengan titik koma)
b, bahwa...... J[diakhiri dengan titik koma)
c. dstnya.......  (diakhiri dengan titik koma)

Mengingat LS A e ; [diakhiri dengan titik koma)

2. .cowi v (diakhiri dengan titik koma)
J.dstnya ... j(diakhiri dengan titik koma)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG .........

BAB 1
HKETENTUAN UMUM



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
(Tanda Tangan dan Cap jabatan]
(Nama lengkap tanpa gelar, huruf kapital)




e e R — e o _—

4. Format Instruksi Jaksa Agung

Iyt o

JAKSA AGUNG
REEPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUELIK INDONESIA
EDHDR : llllllllllll FEFETRTINRO NN R AEELEEbEEE R

TENTANG

ERdmanmn LU L le 22t |

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

IR0 TRIEIE .. . ovo v ives v ssensimrs Somirsinsns oos o s sbass dengan ini memberi instruksi

Kepada: 1. Nama/Jabatan Pegawai;
2. Nama/Jabatan Pegawai,
3. dstnya ...

Untuk
KESATU

KEDUA

KETIGA

...............................................................................

KEEMPAT : Melaksanakan instruksi ini dengan penug tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

(Tanda Tangan dan Cap jabatan)

(Nama lengkap tanpa gelar, huruf kapital)



S. Format Petunjuk Pelaksanaan Jaksa Agung

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN. ..

---------------------------------------------------------------

B. dan seterusnya

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

(Tanda Tangan dan Cap jabatan)

(Nama lengkap tanpa gelar, huruf kapital)



| . 6. Format Surat Edaran Jaksa Agung

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR: ............

LLLLLLES I AL R L Ll LRl PR PR

TENTANG

..................................................................

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
EEd

n- AR AWTRAA G AR T PR R LA R AN Ee e R AR R RS

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ......... :
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

(Tanda Tangan dan Cap jabatan)

(Nama lengkap tanpa gelar, huruf kapital)




! 7. Format Surat Edaran Jaksa Agung Muda/Kepala Badan

MILIK |
OAGIAN PERPUSTAYAAN
DAN DOWUMENTA T MUK UM
l MEJAKEAAN AGuUNG

KOP SURAT

SURAT EDARAN
HGHGR: AENEEEEESAdEEEEEEER s FRATTEE

TENTANG
A. Latar Belakang
8 e &
aasnidaad A YN b 1% B 88 8 e R S S 4 A A4 6 R . o
C. Ruang Lingkup
I,.I-—
e R
‘ Bt bk e i
dan seterusnya
Ditetapkan di Jakarta |
pada tanggal ..........
JAKSA AGUNG MUDA/KEPALA BADAN, |
rF—

(Tanda Tangan dan Cap jabatan)

(Nama lengkap tanpa gelar, huruf kapital)

10



Catatan:

4. Penulisan diketik dengan menggunakan huruf Bookman Old Style,
ukuran 12, di kertas F4,

b. Nama pejabat ditulis tanpa gelar dan ditulis dengan huruf kapital.




@

Nomor SOP
A A A Tanggal
» Pembuatan
Tanggal Revisi
‘o ﬁ. Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Jaksa Agung Republik Indonesia
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA s Prakarsa Konsepsi Pengaturan
Rancangan Peraturan Kejaksaan
Dasar Hukum ' Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI; Jabatan:
2 UL No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang- | 1. Jaksa Agung
undangan; 2. Jaksa Agung Muda/Kepala Badan Pemrakarsa;
3. Perpres No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja | 3. Sekretaris JAM/ Sekretaris Badan Pemrakarsa;
Kejaksaan Republik Indonesia; 4. Pejabat Eselon Il pada JAM/Badan Pemrakarsa;
4. Perja No. PER-009/ALAJ01/2011 tentang Organisasi dan Tata | 5. Pejabat Eselon lil pada JAM/Badan Pemrakarsa;
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 6. Kabag Sunproglapnil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan | 7. Kabag TU
Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman | 8. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan.

Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.

Kompetensi:
1. Memahami UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Perundang-undangan,
2. Memahami materi/substansi Peraturan Kasjaksaan yang akan

disusun.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Perancangan Peraturan Kejaksaan.

Komputer dan printer;
Buku ekspedisi;
Lembar disposisi;
Alat Tulis Kantor,
Ruang rapat,
Froyektor.

= R RN




{ |
Peringatan Pencatatan/Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan, maka Perancangan dan Usulan penyusunan peraturan Kejaksaan;

Harmonigasi  Konsepsi Pengaturan Rancangan  Peraturan Surat Perintah Pembentukan Tim Penyusunan Konsepsi
Kejaksaan fidak dapat dilaksanakan. Pengaturan Rancangan Peraturan Kejaksaan;

Konsepsi Peraturan Kejaksaan;

Mota Dinas permintaan persetujuan konsepsi Pengaturan
Rancangan Peraturan Kejaksaan kepada Jaksa Agung,

5. Nota Dinas persetujuan konsepsi Pengaturan Rancangan

e

B w

Peraturan Kejaksaan dari Jaksa Agung.




« Konsep

15

Komeksl!

Memariksa konsep
Modis permohonan Hodis menit | Persetujuan
harmonisasi, permahonan konsep nodis
pembulatan dan harmonisasi, permaohonan
pemantapan kensepal E:mhulatan harmanisas]
pengaturan n
Fancangan Peraturan pemantapan :}:ﬂmhufatan
Kejaksaan Kanseps!
Pengaturan pemantapan
Rancanpan Konsepsi
Feraturan pengaturan
Kejaksaan Peraturan
+ Rancangan Kejaksaan
Konsensi
Pengaluran
Rancangan
Paraturan
Kejaksasn
Menyampatkan v Modis 'Eit EI:;:‘HEI?:‘E
] peTmoihonan men [
mﬁﬂfﬂ 54 Wﬂ JAM Bin
pembulatan dan 5‘:"_""
ki 3 pearmantapan
pengataran pengaturan
Rancangan Paratiran Rancangan
Kejsksaan kepada Peraturan
JAM Bin Kejaksaan
= Rancangan
Konsepsi
Pengaturan
Rancangan
Peraturan
Kajaksaan |
Mendisposisi Nodis o Modia 5 Ditanmanya
ke Kepala Biro o permohonan | menit | digpogigi
Huﬁ'ﬁaufna danpa E i | :I'I_ hammonésasi, Nodis aleh
Hubungan LN | i"b""m" Kepala Biro
j Hukum
| t pemantapan




Paraturan

Kejaksaan
Mendisposisi Nodis Modis % | Diterimanya
kepada Kapala permohonan | menit | disposisi
Bagian Ratimium harmaonisas|, Nodis oleh
pembulatan Kabag
dan Ratimkum
pemantapan
konsepsi
Rancangan
pengaturan
Peraturan
Kejaksaan
kenelazh nodrs 1 harn | Telashan
harmonisasi, permohonan | kerfa | permohonan
pembulatan dan harmonisasi, harmonisasi,
pemantapan pembulatan pembulatan
konsepsi dan dan
Pengeturan pemantz!pan pamantapan
Rancangan Peraturan konsepsi konsepsi
Kejaksaan pengaturan pengaturan
Rancangan Fancangan
Peraturan Peraturan
Kejaksaan Kejaksaan
Menyelenggarakan Konseps d jam | Notula forum | Dapat
farum konsultasi I pengaturan konsultasi dilakukan
Peraturan lebihy dari
Rancangan salu
Kejaksaan pertermnuan,
E‘J sesual




kebutuhan

10 | Merumuskan hasil Notulensi 1 harl | » Hasil
harmonisasi, II’I forum harmonisasi
pembulatan dan konsuliasi Jpambulata
pemantapan dalam antar Bidang n dan
Rancangan A pemantapa
Konsepsi n komsepsi
Pengaturan + Rancangan
Rancangan Konsepsi
Peraturan Pengaturan
Kejaksaan Rancangan
Peraturan
Kejaksaan
11 | Memenksa Rancangan 1 har | Koreksi! Apabila
rancangan Konsepsi Konsepsi Persetujuan | diperiukan
Pengaturan hasil Pengaturan Rancangan | JAMKabadan
harmonisasi, rancangan Konsepsi ':"*’":m
pembulatan dan Pesaluran Pangaturan mmn tim
pemantapan Kejaksaan Rancangan
Peraturan
Kejaksaan
12 | Membust Nota Dinas Rancangan 1jam | Mofa Dinas
permintaan Harsapsi perminiaan
persetujusn konsapsi Fengaturan persatuiuan
pengaturan rancangan konzapsi
FParaturan Kejaksaan pengaiuran
FRNCANgan
Peraturan
Kejaksaan
13, | Memeriksa MNota Dinas Mota Dinas 1han | Koreksd
perminiaan PEMmIntaEn persetufian
persetujuan Konsapsi E""""-“*:"" Nota Dinas
Pengaturan Peraturan pmn perminiaan
Foajaksaan FRAOGSN persatujuan
kongeps|

Parahsran




I'H'l;lﬂgm
Peraluran

Kejaksaan
14 | Benyampaikan hMots Mota Dinas 1jam | Diterimanya
Ciinas permintaan D permintaan Naota Dinas
parsstujuen Konsapsi paresiujuan oleh Jekes
Pengabiran 1. konsapsi Agung
Rancangan Peraturan Pengeturan
Kejaksaan rancangar
Faraturan
Kajakzaan
16 | Mameriksa Konseps » Nola Dinas 1hari | Koreksif Apabila
Pangaturan permintaan persetujuan diperiskan
FRancangan Peraturan W peerastujuan konsepgi Jaksa Agqung
Eejaksaan Rancangan Pengaheran dapai
Honsapsl Paraturan Merminka
Pengaturan Kejakeaan pemaparan
’,.-" Peraturan oheh tim
Kelaksaan prakarsa
= Rancangan
Konseps|
Pengaturan
Peraturan
Kejaksaan
16 | Menyampaikan Nola Persefujuan 15 | Diterimanya
D¥nas persetujuan konsepsd menit | Mota Dinas
Konsapsl Pengaburan pangabren persetujuan
Rancangan Peraturan korsepsi
Kiefaksaan pengaturan
FRMCANGgAN
Paraluran
Hejaksaan
oleh
JAMEabadan

Pemrakarsa




 L1nee— S LR Nomor SOP
A A A Tanggal
Pembuatan
Tanggal Revisi
€ Tanggal Efektif
'h—i‘ Disahkan Oleh Jaksa Agung Republik Indonesia
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA : PENYUSUNAN RANCANGAN
) i i PERATURAN KEJAKSAAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Rl Jabatan:
. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pesmbentukan Perundang- | 1. Jaksa Agung Muda;
undangan; 2. Kepala Badan;
. Perpres No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja | 3. Ketua Tim — Eselon Il Bidang Pemrakarsa,
Kejaksaan Republik Indonesia; 4. Sekretaris Tim - Eselon lll Bidang Pemrakarsa;
. Perja No. PER-008/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata | 5. Anggota Tim - Pejabat Struktural dan Fungsional Bidang
Kerja Kejaksaan Republik Indonesis; Pemrakarsa, I
. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara Dan | 6. Kepala Bagian Tata Usaha Bidang Pemrakarsa;
7. Perwakilan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri (selaku

Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.

anggota Tim);

8. Perwakilan Bidang Terkait {selaku anggota Tim).

Kompetensi:
1. Memahami UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Perundang-undangan;
2. Memahami materi'substansi Peraturan Kejaksaan yang akan

disusun.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Prakarsa dan Harmonisasi Konsepsi Pengaturan
Rancangan Peraturan Kejaksaan.

1. Komputer dan printer;
2. Buku ekspedisi;
| 3. Lembar disposisi;




ol

|

Alat Tulis Kantor;

Ruang rapat;

Proyektor. by 45

Peringatan

Pencatatan/Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan, maka Rancangan Peraturan
Kejaksaan tidak dapat ditetapkan.

w

B~ B

Nodis/disposisi persetujuan penyusunan Rancangan Peraturan
Kejaksaan darl Jaksa Agung;

SK/SP JAM/Kabadan tentang Tim Penyusun Rancangan
Peraturan Kejaksaan,

Undangan rapat Pembahasan Rancangan Peraturan
Kejaksaan;

Konsepsi Rancangan Peraturan Kejaksaan;

Rencana kerja tim;

Rancangan Peraturan kejaksaan;

Undangan rapat Perancangan Peraturan Kejaksaan;

Nota dinas Permintaan Penetapan Rancangan Peraturan

Kejaksaan kepada Jaksa Agung.




| Membentul: Tim Penyusun

« Nodis/dispos
isi

Kabadan

Rancangan Peraturan
Kejgksaan persatujuan tentang Tim
penyusunan Penyusun
: Rancangan Rancangan
Peraturan Peraturan
Kejaksaan Kejaksaan
dari Jaksa
Agung
» Sural
Penunjukan
Anggota Tim
« Konsepsi
Pengaturan
Rancangan
Peraturan
Kejaksaan
Mambuat undangan rapat SKISP JAMY 1jam | Detarimanya
Penyusunan Rancangan Kabadan undangan rapat
Peraturan Kejaksaan tentang Tim olah saluruh
Penyusun anggota tim,
Rancangan perwakilan Biro
Pergluran Hukum dan
Kejaksaan Hub. LN, dan
perwakilan
Bidang terkait
Membahas Rencana « Honsapsi Gjam [« Notula
Penyusunan Rancangan Pangaturan Hasil Rapat
Peraturan Keiaksaan Rancangan
Peraturan # Rencana
Kejakaaan kera tim




oy Merancang Peraturan

« Konsapsi

Rancangan

Kejaksaan (seluruh tim i Rancangan | bulan | Paraturan
penyusun} Paraturan kejaksaan
Kejaksaan
« MNotulensi
Hasil Rapat
Memeriksa Rancangan Rancangan 3 jam | Koraksy
Peraturan Kejaksaan Peraturan persaiujuan
Tidak Kejaksaan terhadap
parbalkan
rancangan
Ya Peraturan
Kejaksazn
Mermperbaiki Rancangan Koreksi 1 hari | Rancangan
Peraturan terhadap Persturan
perbaika Kejaksaan
rancangan
Peraturan
Kejaksaan
Memeriksa Hasil Hasd| { hari | Koreks Jika
Rancangan Peraturan Rancangan persetujuan dimungkinkan
Kajaksaan oleh Tim Paraturan terhadap Hasil | JaM atay
Penyusun Kejaksaan Rancangan Kabadan bisa
¥a cleh Tim Peraturan meminta
Penyusun Kejaksaan oleh | pemaparan oleh
Tim Penyusun tim.
Menyusun konsep Mota Hasil 1 jem | Konsep Nota
dinas Permintaan Rancangan dinas
Penatapan Rancangan Paraturan Perminiaan
Peraturan Kejaksasn olah Kejaksaan Penetapan
Jaksa Agung aleh Tim Rancangan
Penyusun Peraturan
Kejaksaan olzh
Jaksa Agung




[
".

8. | Memeriksa konsep Nota Konszep Nota Koreksil
dinas Permintaan dinas pearselujean
Penetapan Rancangan Parmintaan terhadap
Peraturan Keiaksaan oiah Penatapan konsep Nota
Jaksa Agung F.ancangan dinas

<>-¢— Peraturan Permintaan
Kejaksaan Penetapan
pleh Jaksa Rancangan
Agung Peraturan
Kejaksaan cleh
Jaksa Agung

10. | Menyampaikan Nota Dinas | s Notz dinas 15
Permintaan Penatapan | Permintaan | menit
Rancangan Peraturan Fenatapan
Kejaksaan kepada Jaksa Rancangan
Agung Feraturan

Kejaksaan
oleh Jaksa
Agung

» Hasil
Rancangan
Peraturan
Kejaksaan
cleh Tim

Penyusun




i Nomor SOP B
A Tanggal
g Pembuatan
Tanggal Revisi
- Tanggal Efektif
V ) Disahkan Oleh Jaksa Agung Republik Indonesia
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
MNama SOP PENETAPAN PERATURAN KEJAKSAAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
. UU Mo. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Rl Jabatan:
. UL No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang- | 1. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
undangan; 2. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.
. Perpres No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja | 3. Kepala Bagian Ratimkum;
Kejaksaan Republik Indonesia; 4. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan.
. Perja No. PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata | 5. Kepala Subbag Penyusunan Rancangan Peraturan PerUUan;

Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.

Kompetensi

4
2.

Memahami UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Perundang-undangan,
Memahami materifsubstansi Peraturan Kejaksaan yang akan

distsun.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Penyusunan Rancangan Peraturan Kejaksaan

B

Komputer dan printer
Buku ekspedisi

Lembar disposisi
Alat Tulis Kantor




—

o Pencatatan/Pendataan

— Pefingatan
Apabila SOP ini tidak dijalankan, maka Penetapan Rancangan | 1. Mota dinas Perminiaan Fenetapan Rancangan Peraturan
Peraturan Kejaksaan tidak dapat dilaksanakan. Kejaksaan kepada Jaksa Agung;
2. Nota Dinas Pendapat Terhadap Rancangan Peraturan
Kejaksaan;

3. Peraluran Kejaksaan yang telah ditetapkan.




» Modis

Hﬂa - A

Kejakzaan

. | Meneruskan disposisi
Jaksa Agung atas nodis Permohonan Permahonan
Permohonan Penstapan Penetapan Penetapan
Rancangan Peraturan Rancangan Rancangan
Kejaksaan Peraturan Peraturan
Kejaksaan Kajaksaan
kepada
Jaksa Agung
=« Rancangan
Peraturan
Kejaksaan
Meneruskan Nodis » Nodis 1 Jam | Nodis
Permohonan Penetapan Parmohonan Permohonan
Rancangan Peraturan Penetapan Fenetapan
Kejaksaan kepada Kepala Rancangan Rancangan
Biro Hukum dan Peraturan Peraturan
Hubungan Luar Megeri Kejaksaan Kejaksaan
kepada kapada
Jaksa Agung Jaksa Agung
Rancangan diterima oleh
Peraturan Karo Hukum
dan LN




« MNodis

' 1 Jam

Dltanmm'_.r

Menyampaikan MNodis
Permohonan Penatapan Parmohanan Nodis oleh
Rancangan Peraturan Panetapan Kabah
Kejaksaan kepada Kepala Rancangan Rantikum
Bagian Rancangan dan Peraturan
Pertimbangan Hukum Kejaksaan
* Rancangan
Persturan
: Kejaksaan
Menyampaikan Nodis + Nodis 1 Jam | Diterimanya
Permohonan Penetapan Permohonan Modis oleh
Rancangan Peraturan Penetapan Kasubag
Kejaksaan kepada Rancangan Penyusunan
Kasubag Penyusunan Peraturan Rancangan
Rancangan Perundang- Kejaksaan Parundang-
undangan « Rancangan undangan
Peraturan
Kejakeaan
Menelaah Rancangan + Nodis 3 Jam | Pendapat
Peraturan Kejaksaan Permchonan terhadap
pada sisi teknik Penetapan Rancangan
perancangan peraturan Rancangan Feraturan
Peraturan Kejaksaan
Kejaksaan
= Rancangan
Peraturan

Kejaksaan




Mambuat konsep nota

* Pendapat

dinas pendapat terhadap terhadap menit
Rancangan Peraturan Raneangan pendapat
Kejaksaan Peraturan terhadap
Kejaksaan Rancangan
Peraturan
Kejaksaan
Memeriksa konsep nota Konsep nota 1 hari Pendapat barupa:
dinas Pendapat Terhadap dinas pendapat | kerja 1. Rancangan
Rancangan Peraturan terhadap Peraturan
Kejaksaan Rancangan belum dapat
Peraturan 5 :Imam"
; ancangan
Kejaksaan peraturan
51.|d.'al'| dapat
ditetapkan
Menyampalkan Nota Nota Dinas 1 Jam | Diterimanya
Dinas Pendapat Terhadap Pendapat Nota Dinas
Rancangan Peraturan Terhadap Pendapat
Ke|aksaan Rancangan Terhadap
Peraturan Rancangan
Kejaksaan Peraturan
Kejaksaan
oleh olah
KTUP
Menyampaikan Nota Nota dinas 1 Jam | Diterimanya z 1
Dinas Pendapat Terhadap pendapat Mota Dinas
Rancangan Peraturan terhadap Pendapat
Rancangan Terhadap

Kejaksaan




Peraturan

i Rancangan

Kejaksaan Peraturan
Kejaksaan
Oleh Jaksa
Agung
10, | Memeriksa nota dinas = MNota dinas 1 Hari | Penetapan Mdﬂn?:r;
pendapat pendapat Feraturan memperkan
i terhadap: Kejaksaan | disposisi kepada
Rancangan JAM/KaBadan
;.,<> Paraturan unrukr[;&nuhah 8
Kejaksaan F‘erah.rm” In:E”:E' ¥
* Rancangan Kejaksaan tersebut
Peraturan jika menurut
Kejaksaan pendapat Biro
Hukurm dan
Hubungan Luar
Megeri, Rancangan
Peraturan
Kejaksaan tersebut
belum dapat
o 3 gl ditetapkan
11 | Memberi nomor dan Peraturan 30 Peraturan
stempel pada Peraturan Kejaksaan Menit | Kejaksaan
Kejaksaan vyang sudah vang telah
ditandatangani oleh Jaksa ditanda tangani
Agung ’ i
12 | Menyampaikan kepada Peraturan 30 Untuk Peraturan
JamiKaban Prakarsa Kejaksaan Menit Jaksa Agung
untuk disosialisasikan > (PERJA)




sebelum
disosialisasikan
dikirim kembali ke
Biro Hukum dan
Hubungan  Luar
Megari guna
diundangkan
dalam Berita

| Negara.




